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GUBERNUR SULAWESI BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
NOMOR    1   TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 
38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 

SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN  
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  

RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu penyesuaian besaran 
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 
37 Tahun 2017 belum mengakomodir penyesuaian besaran 
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, sehingga 
perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 

Mengingat  
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Rpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4422); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);     

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 22); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang  Perubahan Menteri Dalam Negeri 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor1067); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 84); 

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat(Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat 
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 
Nomor 37); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 
2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
SULAWESI BARAT. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 37), 
diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

Besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD masing-masing diberikan sebesar 
Rp.9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. 

 
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

Besaran tunjangan transportasi untuk Anggota DPRD masing-masing diberikan 
sebesar Rp.13.580.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) 
setiap bulannya. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat. 
 

 

Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal 22 Maret 2019         

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

                                                                                               ttd 
 

 

 

    H. M. ALI BAAL MASDAR 
 
 
Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal 22 Maret 2019 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 
                                     ttd 
 
                        MUHAMMAD IDRIS 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2 
 
 

 
 
 
 
  
 

Salinan  Sesuai  Dengan  Aslinya 
 Mamuju, 22 Maret 2019 

        KEPALA BIRO HUKUM, 
 

   ttd 
 

BUJAERAMY HASSAN, SH 
Pangkat : Pembina Tk. I 
NIP.  : 19750630 200212 1 010 

 

 

 

 


	GUBERNUR SULAWESI BARAT
	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

